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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun
2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3098) sebagaiman telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258)

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan  Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
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Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 207);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI Dl
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Staf Khusus Menteri yang bekerja
secara penuh waktu pada satuan organisasi di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu.

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan
kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan Kinerja.

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat
permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Pasal 2

Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuali
jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon | yang
bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan.

Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan
kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan target
kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran
kinerja Pegawai.

Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil
dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan
melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan melaksanakan
tugas diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Sekretaris
Jenderal Kementerian.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan
yang akan didudukinya.

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari
jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang
diterima dalam jabatannya.

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara
dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat
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mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar
50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam
jabatannya.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan
kepada:

a.
b.

Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;

Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi
pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;

Pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat
fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap
jabatan struktural.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau
lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas
kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

Pasal 6

Hari kerja di lingkungan Kementerian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai
hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja
sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 16.00
waktu istirahat Pukul 12.00 - 13.00


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

